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Mayoritas yang menjadi korban
adalah kelompok rentan,

perempuan, anak.



DASAR HUKUM

Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime
and the Protocols Thereto menghasilkan Konvensi Palermo 2000
dan protokol-protokolnya (TPPO dan Penyelundupan Manusia).

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang sebagai komitmen pelaksanaan Protokol
TPPO Palermo. 



ASPEK 
SUBSTANSI

HUKUM



Berangkat dari Protokol TPPO Palermo, pembuat UU TPPO menaruh perhatian lebih
terhadap rentannya golongan perempuan dan anak (Konsiderans huruf b., dan
Penjelasan Umum UU TPPO). 

Korban PMI dan ABK dimasukkan sebagai objek tambahan? 

Namun secara yuridis, ABK telah diakomodir dalam UU PPMI dan PP 22/2022 sebagai
salah satu kategori PMI. Sehingga ABK tidak perlu menjadi objek tambahan. 

         Berdasarkan fakta empiris, korban TPPO didominasi oleh  PMI dan ABK. 

BELUM KOMPERHENSIFNYA OBJEK KORBAN TPPO

Penambahan unsur PMI sebagai objek TPPO, selain perempuan dan anak.
 

REKOMENDASI

Konsiderans Menimbang dan
Penjelasan Umum UU TPPO



SULITNYA PEMBUKTIAN DELIK FORMIL

Perlu penjelasan lebih lanjut untuk menjelaskan unsur perbuatan/proses, dan unsur
cara dalam Pasal 2 UU TPPO. 

Perlu indikator “eksploitasi” untuk menentukan bukti permulaan yang cukup
dalam delik TPPO. 

REKOMENDASI

APH masih kesulitan dalam menafsirkan rumusan delik  Pasal 2 TPPO, karena delik TPPO
harus memenuhi 3 elemen kunci: unsur perbuatan/proses, unsur cara dan unsur tujuan.
(Pasal 3 Protokol TPPO Palermo). 

Selain itu, tidak adanya indikator "eksploitasi" menyebabkan APH kesulitan dalam
pemenuhan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan suatu peristiwa merupakan
TPPO atau bukan. 

PASAL 2 UU TPPO



UU TPPO BELUM KONSISTEN MENGGUNAKAN 3 ELEMEN
KUNCI DALAM MERUMUSKAN UNSUR DELIK TPPO



Rumusan Pasal 3 UU TPPO hanya memuat 2 (dua) elemen kunci saja yaitu unsur
perbuatan/proses dan unsur tujuan, tanpa merumuskan unsur cara.

Hal ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan Protokol TPPO Palermo, bahwa ada 3
(tiga) elemen kunci dalam mengkategorikan delik TPPO yaitu adanya unsur
perbuatan/proses, unsur cara dan unsur tujuan. 

Pasal 3 UU TPPO: Tidak ada unsur "Cara"

 3 ELEMEN KUNCI TPPO

REKOMENDASI
Perumusan ulang Pasal 3  UU TPPO dengan menambahkan unsur cara.

PASAL 3 UU TPPO



REKOMENDASI

Rumusan Pasal 4 UU TPPO hanya memuat 2 (dua) elemen kunci yaitu unsur
perbuatan/proses dan unsur tujuan saja, tanpa merumuskan unsur cara yang
disyaratkan dalam rumusan delik TPPO. 

 Ketiadaan unsur cara dalam rumusan Pasal 4 UU TPPO menjadikan seolah-olah adanya
persetujuan dari korban, karena tidak tergambar adanya perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, hilangnya unsur cara menjadikan Pasal 4 UU TPPO
kehilangan sifat melawan hukumnya unsur perbuatan. 

Pasal 4 UU TPPO: Tidak Ada Unsur “Cara” dan Terbatasnya Unsur “Perbuatan”

Perumusan ulang Pasal 4 UU TPPO dengan menambahkan unsur cara

 3 ELEMEN KUNCI TPPO PASAL 4 UU TPPO



REKOMENDASI

Rumusan Pasal 5 UU TPPO telah lengkap memuat 3 (tiga) elemen kunci TPPO yang disyaratkan
Protokol TPPO Palermo yaitu unsur perbuatan/proses, unsur cara, dan unsur tujuan.

Jika korbannya anak, maka unsur cara tidak diperlukan, sehingga perbuatan dengan cara
apapun tetap dikategorikan sebagai TPPO jika ditujukan untuk eksploitasi anak.

Dalam implementasinya, penegakan Pasal 5 UU TPPO tidak ditemukan kendala yang berarti,
hanya saja secara substansi/normanya tidak sesuai dengan prinsip Protokol TPPO
Palermo yang menjadi dasar penormaan Pasal 5 UU TPPO.

Pasal 5 UU TPPO: Unsur “Cara” Tidak Diperlukan Dalam Korban Anak

Perumusan ulang Pasal 5 UU TPPO dengan mengabaikan unsur cara pada korban anak.

 3 ELEMEN KUNCI TPPO PASAL 5 UU TPPO



REKOMENDASI

Pasal 6 UU TPPO telah lengkap memuat 3 (tiga) elemen kunci TPPO yang disyaratkan
Protokol TPPO Palermo yaitu unsur perbuatan/proses, unsur cara, dan unsur tujuan.

Unsur tujuan dalam Pasal 6 UU TPPO yang berbunyi “yang mengakibatkan anak tersebut
tereksploitasi” adalah termasuk dalam kategori delik pidana materiil.

Perumusan delik pada Pasal 6 UU TPPO tidak sesuai dengan prinsip delik formil Pasal 2 UU
TPPO sebagai genus umum delik TPPO, serta tidak sesuai dengan Pasal 3 Protokol TPPO
Palermo sebagai dasar prinsip delik formil pada TPPO.

Pasal 6 UU TPPO: Tidak Tepatnya Delik Materil Pada Korban Anak

 

Perumusan ulang Pasal 6 UU TPPO dengan mengubah delik materiil menjadi delik
formil, agar sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tepat dan tidak ada

permasalahan yang dapat berimplikasi pada putusan pengadilan.

 3 ELEMEN KUNCI TPPO PASAL 6 UU TPPO



BELUM EFEKTIFNYA IMPLEMENTASI DELIK 
BAGI PELAKU KORPORASI 

REKOMENDASI

Secara substansi, pengaturan korporasi dalam UU TPPO sudah komprehensif mulai dari subjek
korporasi termasuk pengurusnya, pemberatan pidana denda, hingga penjatuhan pidana tambahan. 

Namun implementasinya, pelaku korporasi sulit untuk dijerat karena unsur perbuatan dan unsur
cara TPPO cenderung dilakukan oleh pelaku lapangan, bukan korporasi. 

Tipisnya perbedaan antara isu ketenagakerjaan dengan isu TPPO menyebabkan APH seringkali
bias dalam menerapkan antara UU PPMI, UU Ketenagakerjaan, dan UU TPPO. Secara faktual,
APH lebih fokus menggunakan undang-undang sektoral dibandingkan dengan UU TPPO.

Perumusan ulang norma yang menguatkan penegakan hukum
 kepada pelaku korporasi

PASAL 13-PASAL 15 
UU TPPO



BELUM EFEKTIFNYA PEMBLOKIRAN HARTA
KEKAYAAN BAGI PELAKU TPPO

REKOMENDASI

Ketentuan Pasal 32 UU TPPO baik penyidik, penuntut umum atau hakim mempunyai kewenangan
melakukan pemblokiran harta kekayaan terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan
TPPO melalui penyedia jasa keuangan.

Dalam UU TPPO tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemblokiran, maksud dan
tujuan pemblokiran, bagaimana ada pihak yang keberatan atas pemblokiran dan bagaimana jika
terdakwa tersebut diputus bebas.  

Tidak adanya pengaturan lebih lanjut, menyebabkan belum pernah dilaksanakannya pemblokiran
harta tersangka/terdakwa TPPO. 

Penambahan perumusan terkait mekanisme formil 
pemblokiran aset bagi tersangka atau terdakwa TPPO 

dalam UU TPPO, seperti pengaturan UU TPPU dan UU Tipikor. 

PASAL 32 UU TPPO



BELUM TERPENUHINYA HAK RESTITUSI 
BAGI KORBAN TPPO

REKOMENDASI
Penambahan substansi skema kompensasi Victim Trust Fund (VTF) berupa

Dana Bantuan Korban yang berasal dari masyarakat untuk diolah dan
disalurkan untuk program pemenuhan korban TPPO.

Ganti rugi terhadap korban TPPO wajib diberikan oleh pelaku berupa pemberian restitusi
kepada pihak korban, sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Pasal 48-Pasal 50 UU
TPPO

Secara empiris, pemenuhan restitusi tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan
karena tidak efektifnya sita aset bagi pelaku TPPO, sehingga seringkali restitusi tidak dapat
dibayarkan oleh pelaku dan diganti dengan pidana kurungan pengganti. 

Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami korban menjadi tidak tergantikan.

PASAL 48-50 UU TPPO



ASPEK 

STRUKTUR
HUKUM



LEMAHNYA KOORDINASI ANTARA LPSK DAN APH
DALAM PENGAJUAN RESTITUSI

REKOMENDASI

Pemenuhan hak restitusi pada korban TPPO tidak terlaksana dengan baik disebabkan
keberadaan LPSK yang hanya terdapat di pusat, sehingga sulit untuk menjangkau para saksi
dan/atau korban di daerah. 

APH tidak merasa memiliki kewajiban untuk memberitahu kepada korban terkait hak restitusi
yang dimilikinya, serta tidak menganggap kewajiban memberi informasi dan pendampingan
restitusi sebagai tugasnya. 

Hal ini berdampak pada korban tidak mengetahui haknya, dan kerugian tidak diganti melalui
restitusi. 

Penguatan komitmen dan kepahaman APH terkait pemenuhan hak restitusi
korban TPPO, berupa pemberian informasi dan pendampingan restitusi. 

Penguatan koordinasi antara APH dengan LPSK dalam pemenuhan hak restitusi
korban TPPO di daerah.



BELUM EFEKTIFNYA KOORDINASI 
ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PEMBERANTASAN TPPO DI  INDONESIA

REKOMENDASI
Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

pembuatan kebijakan dan kerjasama dalam membuat dan melaksanakan program
pemberantasan TPPO, serta perencanaan dan pembagian alokasi anggaran yang

memadai dalam penanganan TPPO

Kurangnya koordinasi dalam pembagian tugas dan kewenangan di antara kementerian/lembaga terkait; 
Koordinasi dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini belum optimal; 
Kurangnya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO.; 
Tidak semua daerah memiliki komitmen dalam membuat kebijakan, program, maupun alokasi anggaran
TPPO. 

UU TPPO mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberantas TPPO dengan membuat
kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran, serta membentuk Gugus Tugas TPPO. 

Namun, dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala yaitu: 

Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut maka dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah
dan pemerintah daerah, dengan membuat skema koordinasi dan pembagian tugas yang efektif dan efisien.



Pasal 58 UU TPPO mengamanatkan pembentukan Gugus tugas TPPO untuk melaksanakan
pemberantasan TPPO baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Akan tetapi pada implementasinya, Gugus Tugas TPPO mengalami beberapa kendala, yaitu:

Belum efektifnya Gugus Tugas TPPO saat ini

PELAKSANAAN AMANAT GUGUS TUGAS TPPO

a) Adanya ego sektoral dalam Gugus Tugas TPPO.

b) Pola koordinasi hanya berupa penyampaian laporan.

c) Tidak semua kementerian/lembaga mampu melaksanakan pembagian tugas.

d) Tidak semua kementerian/lembaga memiliki anggaran khusus TPPO.

e) Belum semua daerah membentuk Gugus Tugas TPPO.

f) Belum pernah dilakukannya koordinasi Gugus Tugas TPPO di daerah.

g) Kementerian PPPA selaku leading sector Gugus Tugas TPPO tidak memiliki kewenangan 

    dalam mengoordinir APH dalam penegakan hukum.



Restrukturisasi Ketua Harian Gugus Tugas TPPO menjadi Kepolisian RI

Pada tanggal 30 Mei 2023, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengambil langkah cepat
pencegahan dan pemberantasan TPPO dengan melakukan restrukturisasi Gugus Tugas TPPO dengan
mengganti ketua harian yang awalnya diemban oleh Menteri PPPA menjadi Kapolri. 

Selanjutnya pada 10 Juni 2023, Bareskrim Polri membentuk secara resmi Satgas TPPO Polri yang
diketuai langsung oleh Wakil Kepala Bareskrim yang kemudian dalam pelaksanaannya cukup efektif
dalam melindungi masyarakat dari TPPO.

Restrukturisasi ini menimbulkan permasalahan pada kerja Gugus Tugas TPPO, yaitu kendala
pergeseran anggaran yang sudah disusun oleh anggota Gugus Tugas TPPO, dan pengaruhnya Rencana
Aksi Nasional yang telah dibuat kementerian/lembaga untuk rentang waktu 2020-2024 yang harus
menjadi capaian para anggota Gugus Tugas TPPO.



Usulan Pembentukan Badan Khusus TPPO

Dengan adanya kendala pada pelaksanaan Gugus Tugas TPPO, beberapa narasumber
mengusulkan untuk membentuk badan khusus TPPO yang tugasnya mulai dari pencegahan,
pemberantasan, hingga pemulihan hak bagi korban. 

Saat ini hanya Indonesia yang tidak memiliki lembaga khusus TPPO diantara negara-negara
ASEAN. Sehingga, kerjasama internasional dalam penanganan TPPO masih belum terlaksana
dengan baik. Oleh karena itu, usulan pembentukan badan khusus TPPO diharapkan dapat
memperkuat kerjasama internasional guna menanggulangi TPPO.

Melihat pada politik hukum Indonesia terkait kejahatan transnasional yang dikriminalisasi
dengan undang-undang, Indonesia telah membentuk beberapa lembaga khusus melalui
undang-undang seperti BNN, PPATK, BNPT dan KPK.



Pembentukan Direktorat TPPO dan TPPA 
atau 

badan khusus TPPO yang fokus menangani
TPPO

REKOMENDASI



ASPEK 

SARANA
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BELUM TERBENTUKNYA PUSAT PELAYANAN TERPADU 
DI SETIAP KABUPATEN/KOTA 

REKOMENDASI
Penguatan komitmen dari pemerintah daerah untuk membentuk

Pusat Pelayanan Terpadu di setiap kabupaten/kota. 

Pada praktiknya, Pusat Pelayanan Terpadu TPPO di provinsi digabung dengan P2TP2A,
sedangkan di kabupaten/kota digabung dengan UPTD PPA, dikarenakan keterbatasan
biaya dan terdapat fungsi yang serupa.

Namun, amanat pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu belum sepenuhnya dilaksanakan
karena belum semua kabupaten/kota terdapat UPTD PPA, 

Permasalahan ini disebabkan masih kurangnya komitmen daerah terhadap pemberantasan
TPPO.

PASAL 46 UU TPPO



ASPEK 

BUDAYA HUKUM



MINIMNYA PEMAHAMAN KONSEP 
PERSETUJUAN KORBAN TPPO

REKOMENDASI

Pembentuk undang-undang memahami bahwa kondisi relasi yang tidak setara antara korban
sebagai pekerja dan pelaku sebagai pemberi kerja, atau korban dan pelaku masih memiliki
hubungan kekerabatan, maka korban dalam memberikan persetujuan hampir tidak dapat
dihindari, sehingga persetujuan korban tidak diperlukan dalam menjerat pelaku TPPO.

Namun dalam praktiknya, sering kali ditemukan situasi di mana korban TPPO enggan melapor
karena  terjebak dalam ketergantungan terhadap pekerjaan. 

Rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan eksploitasi beserta dampaknya,
menyebabkan korban tidak merasa sedang menjadi korban TPPO.

Kondisi tersebut telah melemahkan penegakan hukum, karena dengan adanya keengganan
korban dalam memberikan keterangan sebagai saksi korban, maka akan menghambat proses
penegakan hukum karena hilangnya satu alat bukti utama. 

Penguatan peran masyarakat yang lebih sistematis dengan menggerakkan peran
masyarakat dan pemerintah desa sebagai hulu dari TPPO

PASAL 26-30 UU TPPO



BELUM TERJAMINNYA KERAHASIAAN IDENTITAS 
SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO

REKOMENDASI

Kerahasiaan identitas dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam
memberikan keterangan pada setiap proses peradilan yang dijalani sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU
TPPO.

Hak kerahasiaan identitas juga diberikan kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat
kedua.

Dalam implementasinya, masih ditemukan beberapa kendala yang terjadi yaitu kurangnya pemahaman APH
dalam melindungi identitas saksi dan/atau korban TPPO, kurang pahamnya masyarakat mengenai pentingnya
menjaga kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban, dan sering terjadinya pelanggaran kerahasiaan
identitas yang dilakukan oleh media massa.

 

Penyuluhan dan sosialisasi kepada APH, media massa dan masyarakat terkait
pentingnya menjaga kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban TPPO.

PASAL 44 UU TPPO



BELUM OPTIMALNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
MEMBANTU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO

REKOMENDASI

Pasal 60 UU TPPO, Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan
dan penanganan. 

Pasal 33 UU TPPO, memberikan perlindungan hukum masyarakat untuk memberikan informasi
dan/atau laporan TPPO yang diberikan kepada APH dan jaminan perlindungan hukumnya. 

Pasal 61 UU TPPO, menyatakan bahwa pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran
serta masyarakat . 

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pengaturan
dalam UU TPPO masih belum dipahami secara menyeluruh oleh setiap lapisan masyarakat, sehingga
menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan TPPO di
Indonesia.

Sosialisasi dan pemberian edukasi terhadap masyarakat terkait TPPO dan
penguatan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO di

Indonesia



NILAI-NILAINILAI-NILAI
PANCASILAPANCASILA

Telaah BPIP terhadap UU TPPO



 
 

 BAHWA BPIP TELAH MELAKUKAN TELAAH TERHADAP 
UU TPPO DENGAN HASIL TEMUAN SEBAGAI BERIKUT:

REKOMENDASI

Rumusan Pasal 4 UU TPPO hanya memuat 2 (dua) elemen kunci yaitu unsur perbuatan/proses dan
unsur tujuan saja, tanpa ada rumusan unsur cara sebagaimana pengaturan dalam Pasal 3 Protokol
TPPO Palermo. Keterbatasan pengaturan ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum kasus-
kasus kekhususan dan corak tertentu di Indonesia. Tidak komprehensifnya pengaturan ini
bertentangan dengan nilai Sila Kedua Pancasila.

Terkait pemenuhan restitusi, secara Implementasi masih minim pembayaran restitusi dari pelaku
kepada korban, sehingga perlu kepastian pembayaran restitusi, penyitaan harta benda, dan
pemberatan hukuman bagi yang tidak membayar restitusi. Maka dari itu, implementasi UU TPPO
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila Kedua dan sila Ketiga. 

Perlu memasukkan unsur “Proses”, “Cara” dan “Tujuan” terkait delik dalam Pasal 4 UU TPPO agar APH tidak
kesulitan dalam penegakkan hukum dan sesuai nilai-nilai Pancasila.
Perlu membuat rumusan adanya jaminan pemenuhan korban TPPO berupa restitusi agar selaras dengan nilai-nilai
Pancasila. 



Highlight Hasil Focus Group Discussion 
"Seputar Permasalahan Implementasi UU TPPO 

dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dari TPPO"
Senin, 31 Juli 2023

Koalisi Masyarakat Sipil
dalam Pemberantasan TPPO

Unsur cara yang perlu dipertimbangkan
dalam UU TPPO: rayuan, pertemanan, iming-
iming, terjebak, terisolasi, narkotika,
memanfaatkan kerentanan (kemiskinan, butuh
kerja, ekonomi/kesejahteraan)

Peran CSOs harus dilibatkan secara aktif
dalam implementasi RAN dan Gugus Tugas
TPPO sebagaimana Pasal 58 UU TPPO, baik di
tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota .

Global Initiative Against
Transnational Organized Crime

Terdapat 3 inidikator untuk menilai tingkat
kriminalitas dan ketangguhan pada kejahatan
terorganisir: 

Diperlukan upaya kolaboratif lebih lanjut
untuk mengatasi kejahatan terorganisir
sekaligus kejahatan transnasional ini.

         Criminal markets/target kriminal, 
         Criminal actors/pelaku kriminal, 
         Resiliance/ketangguhan.

Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia

Diperlukan strategi pencegahan TPPO
dengan memperbanyak kerjasama
internasional dan profiling P2MI dan calo
penempatan PMI.

Indonesia darurat penempatan ilegal, BP2MI
Pusat dan BP3MI daerah telah melakukan
penyelamatan calon PMI, korban TPPO
dengan 526 kali pencegahan, 720 kasus
dilimpahkan ke polisi, 255 kasus ditangani
jaksa, 42 kasus diputus dipengadilan.

Sehingga, total sebanyak 8.161 CPMI non-
prosedural telah diselamatkan.
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Dit. Tipidum Bareskrim
Polri

Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan TPPO hingga tingkat
Kelurahan/Desa yang di koordinasi Pemerintah
Daerah dalam upaya pencegahan dan
penanganan TPPO. 

Melaksanakan sosialisasi secara masif dengan
mengajak penggiat media social (influencer),
Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, Babinsa, LSM,
aktifis dan dinas terkait baik melalui pertemuan
langsung maupun media elektronik dan media
sosial.

Lembaga Perlindungan
Saksi dan korban

Pemulihan korban seharusnya tidak
berhenti setelah putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap. 

Penguatan daya paksa restitusi.






